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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 44
ayat (3), pasal 54 ayat (4) c, dan pasal LO6 ayat (1) Peraturan
Daerah I(abupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;

Mengingat １
■ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Mumng Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a18O);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtk
Indonesia 523a1

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia 5a95h
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tatrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2OL4 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56O1);

Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun
2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zOLg Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 632Ll,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 20921 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2OLT tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Al7 Nomor L22Il;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2OLT tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
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Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor L222l.;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun ?OLB Nomor 41,
Tambahan Lembaran Daerah 36).

MEDmTUS-3

Menetapkan : PDRATU- 3UPATE TEITANC P「 UIJUK TEmIS
PEIEILI― DAN PENGANGXATN KEPALA D― .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito fimur;
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
3. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah DPRD Kabupaten Barito Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan;

6. Desa adalah kesahran masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah,
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, daurtl atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintatran Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang angotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD,
khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa
dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil;
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Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kew4iiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan
adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD unhrk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa;
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan,
mengkoordinasikan, memfasilitasi penyelesaian masalah, melakukan
bimbingan teknis, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panitia Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Camat dalam rangka membantu tugas Panitia Tingkat
Kabupaten.
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia
Pengawas adalah panitia yang dibenhrk oleh BPD unhrk mengawasi
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah
warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa
kepada Panitia Pemilihan.
Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon
Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon
yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
Calon Kepala Desa Terpilih yang selaqiutnya disebut Calon Terpilih adalah
calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemungutan suara.
Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati
dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memenuhi syarat untuk melaksanakan hrgas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah sebutan bagi
pegawai negeri sipil.
Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan
umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serh ditambah dengan pemilih baru.
Daftar Pemilih Tetap yang selanjuhrya disebut DPI adalah daftar pemilih
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan
identitas dalam pemilihan Kepala Desa.
Daftar Pemilih Tambahan yang disebut DPTam adalah daft€r pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam
Daftar Pemilih Sementara.
Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
unhrk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
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26.Tempat Pemungutan Suara yang settumya disingkat TPS ttalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

27.Perangkat Desa adalah unsur staf yangコmeコmbantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebttakan dan koordinasl yang diwadahi dalam Sckretanat

Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebjakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
ke、潤bりJ■an,yang terdiri dari Sekretaris Desa,Kepala Unlsan,Kepala
Seksl dan Kepala Dusun.

28.Staf Perangkat Desa adalah staf yang terdi五 dari■lns■r staf adminisむ asi

darl staf non admlnlstrasi untuk membantu Kepala Urusarl,Kepala Seksi

dan Kepala Kewil町』■aFI SeSuai dengan p五 oH住s kebutuhan darl
kenlampuan keuangan desa.

29.Hari adalah hari ketta・

30。 Pumsan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalanl
sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dan segala tun慢 ュta口■hukum.

31. Tersanga adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadhannya
berdasarkan bukti pe....ulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pldana.

32. Terdakwa adalah sesorang yang dituntut, dipedksa dan diadili di

33.

pengadilan.
Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hulmm tetap.
Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD.
Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya
disingkat LKPPD.
Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.
Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD
di wilayah Kabupaten Barito Timur.

BAB II

AZAS DAN PRINSIP PELAKSANAN PEMIIrIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesafir
Azas

ksal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dengan berazaskan :

a. langsung;
b. umum;
c. bebas;
d. rahasia;
e. jqiur; dan
f. adil.
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Bagl,an Kedua
hinsip Pelakaaaan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur
pada hari dan jam yang sama.

{21 Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. Pengelompokan wal<tu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di
wilayah Kabupaten;

'-1. b. Kemampuan Keuangan daerah; dxrl atau
I'' c. Ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi

persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu 6 (enam) tahun.

(4) Pemfihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan interval waktu paling lama 2 {dua} tahun.

(5) Pemilihan Kepala Desa selanjufirya dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah
Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

BAB III
PTUILIHAIT IITPAI.A DESA

B劉ぎhm Kesatu
Jenお dan Pergel●コmp●LttPemttn

Rttd 5

Jenis Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

a. Pemllihan Kepala Desa.
b.Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 6

(1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurrf a
adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama
dida.sarkan pada pengelompokan gelombang waktu berakhirnya masa
jabatan kepala desa definitif.

t2l Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa dikelompokan ke dalam
gelombang I sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) desa yang dilaksanakan
di tahun 2Afi.



(3) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak dikelompokkan
kedalam gelombang II sebanyak 14 (empat belas) desa yang dilaksanakan
di tahun 2OL9.

(4) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Wakttr dapat
disatukan dengan kelompok Pilkades serentak gelombang ke II Tahun
2019.

t5) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat [2) dan
ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dalam ha1 sisa masa
jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan

Pasal 8

{1} Tahapan Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari :

a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan

{Al Ta}rapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a terdiri
dari:
a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa

tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan;

b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan
permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka walrhr 1O (sepuluh)
hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupatilwalikota
disampaikan dalam jangka wakhr 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan alctrir masa jabatan;

d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati
melalui camat atau sebutan lain dalam jangka walrtu 30 (tiga puluh)
hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka wakhr 3O (tiga
puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9

(sembilan) Hari;
b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta

penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 2O (dua
puluh) Hari;

c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada humf b
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;



(4)

(5)

d. penetap€rn daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala

Desa;
e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga)

Hari; dan
f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari :

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu)

orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara
yang lebih luas.

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri
dari:
a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan

Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tqiuh) Hari setelah
pemungutan suara;

b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih
kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tttjuh) Hari setelah
menerima laporan panitia;

c. bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan
pengangkatan kepala Desa paling lambat 3O (tiga puluhl Hari sejak
diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa
terpilih paling lambat 3O (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan
pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pensiapan

Faragraf I
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Paragraf 4
hnttia Pemlllhan

ksal9

(U BPD dengan cara musyawarah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

(21 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD dalam
jangka wakhr 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan Kepala Desa.

(3) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia
Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.

(4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 disampaikan secara terLulis oleh BPD kepada Bupati melalui
Camat.
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(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat mandiri dan tidak memihak.
(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari unsur :

a. perangkatdesa;
b. lembaga kemasyarakatan desa;
c. tokoh masyarakat; dan
d. keterwakilan perempuan.

{71 Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, dengan komposisi :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara merangkap anggota; dan
d. Anggota.

(8) Panitia Pemilihan Kepata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah ganjil/ gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak
15 (lima belas) orang.

(9) Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (71 huruf d dapat terdiri dari koordinator persiapan dan
pendataan pemilih, koordinator penjaringan dan penyaringan, serta
koordinator logistik dan pemungutan suara..

(LO) Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib
mengundurkan diri dari Kepanitiaan dan diganti dari unsur yang sama.

(1 1) Camat memfasilitasi kelancaran pembenttrkan Panitia Pemilihan.

Pasal 1()

Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. menencanakan, mengajukan, melaksanakan dan mempertanggungiawab-
kan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan/atau kepada
pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan pemndang-undangan yang
berlaku;

c. melalnrkan pendaftaran, melakukan pemutaktriran Data Pemilih dan
penetapan pemilih;

d. mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa;
mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
menetapkan Calon yang telah memenuhi syarat;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
menetapkan tata. cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
menetapkan jumlah surat suara, kotak suara dan TPS;
menyiapkan surat suara, menyiapkan kotak suara dan tempat
pemungutan suara serta perlengkapan lainnya;

k. melaksanakan pemungutan suara;
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1.

m.
n.

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam bentuk berita
acara dan mengumumkan hasil pemilihan;
menetapkan Calon Terpilih; dan
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(1)

Paragraf 7
Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan

setta Ketentuan Pemilih

Pasal 11

Penduduk desa yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun

atau sudah/ pernah menikah;
c. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum

disahkannya DPS yang dibulctikan dengan KTP atau surat keterangan
penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan terdaftar sebagai
pemilih;

d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat menggunakan
hak memilih.
seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

ksat 12

(1) Daftar pemilih dimutaktrirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa
terhadap penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal

pemungutan suara pemilihan sudalr berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke desa lain; atau
e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia
pemilihan men5rusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

（

ヽ

(2)

(3)



(1)

(2)

Pasal 13

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),

diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau
masyarakat.

{2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3

ttiga) hari.

Pasat 14

Dalam janska waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {2),
pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai
penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau
anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c. pemilih yang sudah nikah di bahwah umur 17 tahun; atau
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai

pemilih.
Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dan ayat (21 diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan
daftar pemilih sementara.

ksal 15

Pemilih yang belum terdaftar, secara at<tif melaporkan kepada Panitia
Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahan.
Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (L),
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 16

Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-
tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
Jangka waktu pengumuma.n daftar pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (L), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu penJrusu.nan tambahan.

Pasal 17

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara
yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih
Tetap.

(3)

(3)

は

　

Ｐ

(1)

(2)



Pasal 18

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan
di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhihrng sejak berakhirnya jangka waktu
pen5rusunan daftar pemilih tetap.

ksal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia men5rusun salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS.

Pasat 2(}

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan per5rusunan
kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

―

Pasal 21

(1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak
dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan
membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan
"meninggal dunia".

(2) Dalam hal Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksudn ayat (1) telah
ditetapkan ternyata ada yang meninggal dunia, maka panitia pemilihan
menambahkan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan
"meninggal dunia".

Pasa1 22
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Bagian Keempat
Pencalonan

kragraf 1

Pers5ratatan Calon Kepala Desa

Pasal 23

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang
memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka T\.rnggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau
seder4fat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan

zat adiktif lainnya;
g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah diiatuhi pidana penjara berdasarkan puhrsan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(tima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
l. mengenal karakteristik adat istiadat dan sosial budaya, dan

masyarakat desa yang bersangkutan;
m. ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus

mendapat ijin terhrlis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
n. Tenaga Honorer atau sebutan lain yang memperoleh pendapatan atau

gqii menggunakan dana APBD maupun APBN yang mencalonkan diri
dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat iiin tertulis dari
Pimpinan yang mengangkatnya dan membuat pernyataan bersedia
dan mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya jika terpilih dan
dilantik sebagai Kepala Desa yang disehrjui oleh Pimpinan yang
berwenang;

o. bagi anggota TNI/ Polri, Pegawai BUMN/BUMD, anggota DPRD, DPR,
DPD, Pengurus Partai Politik, Pengurus Koperasi Unit Desa, Pengurus
atau Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pegawai
perusahaan swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa harus mengundurkan dari pekerjaan dan jabatan sebelumnya
tersebut terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

p. bagl pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan
BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;

q. Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa yang baru menyelesaikan masa
jabatannya dalam kurun waktu sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir
terhitung sejak tanggal pendaftaran bakal calon, yang akan
mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib menyampaikan LPPD
akhir masa Jabatan dan LKPPD tahun teraktrir, serta harus mendapat
rekomendasi dari Inspektorat.



r. Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri meqiadi Kepala
Desa harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat;

s. Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa disamping f.iin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian juga
diharuskan mundur dari jabatannya dan menyampaikan laporan
pertanggung jawaban selama pelaksanaan tugas sebagai Pejabat
Kepala Desa dan dievaluasi oleh Bupati atau Pejabat lain yang
ditunjuk;

t. Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
mengajukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai calon dan harus
mendapat rekomendasi dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

u. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
mengqjukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon dan
hanrs mendapat rekomendasi dari Bupati atau Pejabat lain yang
ditunjuk;

v. Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Pangulu dan
Mantir Adat;

w. Bag Damang Kepala Adat, Pangulu Adat, dan Mantir Adat yang
mencalonkan diri wajib membuat pernyataan tertulis mengundurkan
diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik
sebagai Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf k adalah 3
(tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa, termasuk Kepala Desa Pengganti
Antar rffa]fit di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pendidikan yang sederqiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 huruf d,
antara lain meliputi Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengajuan permohonan pengunduran diri pimpinan dan anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf p, disampaikan kepada Bupati
melalui Camat.
Pengajuan permohonan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 hurad u, disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal 24

Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa, wqiib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa atau
Bupati, 3 (riga) hari sebelum mendaftar sebagai Baka1 Calon.
Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai Bakal
Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
T\.rgas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirangkap
oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

,)
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Pasal 25

(U pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan

Kepa1a Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya.

t2l Pimpinan dan anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pergantian Antar waktu.

Pasal 26

(U ASN yang mencalonkan diri datam pemilihan Kepala Desa harus

mendapat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

t2) Surat permohonan iiin mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa

dari ASN ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian melalui
pimpinan unit kerja ASN yang bersangkutan dengan menyertakan

Penilaian Prestasi Keda Pegawai Negeri Sipil untuk 2 (dua) tahun terakhir.
(3) Pimpinan kelembagaan/satuan kerja minimal setara dengan pejabat tinggi

pratama dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat

.---r.. permohonan ijin mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
I sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dengan menyertakan keterangan

catatan dan pertimbangan kelayakan ASN tersebut sebagai bahan

pertimbangan bagi pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan atau
tidak memberikan iiin mengikuti pencalonan pada pemilihan Kepala Desa.

(4) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan

dianglcat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara
dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya

sebagai ASN.
(5) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berhak mendapat Tunjangan Kepala Desa dan
Penghasilan lainnYa.

Faragraf 2
Penjaringan Bakal Calon Kepala Ilesa

Pasal 27

(U Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon, dengan cara :

a. mengumumkan/ mensosialisasikan rencana pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
b. menerima pendaftaran Bakal Calon.

t2l Penjaringan Bakal Calon esfngaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

(3) menetapkan hasil penjaringan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Penjaringan.
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Pasal 28

Bakal Calon mendaftar dengan mengajukan surat permohonan
mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa secara tertulis,
ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 dan dibuat dalam rangkap 4
(empat).
Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan yang
meliputi :

a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
bermaterai Rp. 6.OOO;

b. surat pernyataan memeg€u1g teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bermaterai Rp. 6.OOO;

c. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa ya-ng

bersangkutan bermaterai Rp. 6.OOO;

d. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, apabila telah ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih bermaterai Rp. 6.OOO;

e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
bermaterai Rp. 6.OOO;

f. fotocopy ijazah yang dimiliki daurr/ atau fotocopy surat keterangan
pengganti lja"ah dan fotocopy register siswa bagi yang kehilangan
ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir
oleh pejabat yang benrenang;
fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari
Pengadilan Negeri;

j. surat keterangan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan
pidana. kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima)
tahun dari Pengadilan Negeri;

k. surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, obat-obat
terlarang dart zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;

1. daftar riwayat hidup bermaterai Rp. 6.OOO;

m. surat iiin dari pejabat pembina kepegawaian bagr ASN;
n. surat ijin dari pimpinan yang berwenang atau pejabat yang

mengangkatnya untuk tenaga honor atau pegawai kontrak Instansi
Pemerintah yang dilampiri dengan surat pernyataan bersedia dan
mengundurkan diri pekerjaan sebagai tenaga honor atau pegawai
kontrak (bermaterai Rp. 6.O00) jika terpilih dan dilantik sebagai
Kepala Desa yang disetujui oleh Pimpinan yang berrrenang;

o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 {tiga)
kali masa jabatan, secara berhrrut-turut ataupun tidak berhrrut-
turut dalam wilayah NKRI bermaterai Rp. 6.OOO;

p. surat ijin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pimpinan yang
ber-wenang tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/
Polri, pegawai BUMN/BUMD, Pimpinan DPR, DPD, DPRD, Pengurus
Partai Politik, Pengums Koperasi, PenguruslPengelola Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes), dan Pegawai Perusahaan Swasta;

(2)
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(3)

(4)

q. surat pernyataan mengundurkan diri dari pekerjaan yang memuat

penryataan disehrjui oleh Pimpinan yang berwenang bagt anggota

TNI/POLRI, pegawai BUMNIBUMD, Pimpinan DPR, DPD, DPRD,

Pengurus Partai Politik, Pengurus Koperasi Unit Desa,

Pengurus/Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pegawai

Perusahaan Swasta terhihrng sejak ditetapkan sebagai calon Kepala

Desa, bermaterai RP. 6.OOO;

r. surat rekomendasi yang menyatakan bersih atau tuntas temuan dari

Inspektorat bagr Kepala Desa dan mantan Kepala Desa yang

mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;

s. surat pengunduran diri bagi Penjabat Kepala Desa, pimpinan dan

anggota BPD sejak terdaftar sebagai Bakal Calon;

t. surat cuti atau permohonan cuti terhitung mulai sejak terdaftar

sebagai Calon bagi KePala Desa;

rl. sgrat cuti atau permohonan cuti terhitung mulai sejak terdaftar

sebagai Bakal Calon bagi Perangkat Desa;

v. bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu

dan Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan
pernyataan terfulis mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan

adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, bermeterai

cukup.
w. pas photo terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh

Panitia Pemilihan KePaIa Desa; dan
x. naskah tertulis rencana kerja Bakal Calon; dan

z. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian.

Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada Panitia Pemilihan-
pendaftaran dibuka tepat pada pukul O8.OO waktu setempat dan dihrtup

tepat pada pukul 14.30 wakhr setempat sesuai jam disekretariat panitia
pemilihan.
panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam

rangtcap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang

bersangkutan dan 1 (sattr) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (L), telah ditutup
ternyata pendaftar kurang darl 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan

mempe{panjang waktu pendaftaran kembali selama 2O (dua hrluh) hari,

dan apabila pada waktu tersebut masih tidak ada pendaftar maka Bupati

menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan gelombang

berikutnya.
Apabila dalam tenggang walctu sebagaimana dimaksud pada ayat (71masa

jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa

dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(5)

(6)

(7)

(8)



Paragraf 3
Pen5raringan, Peaetapan daa Peagumuman cdon Kepala Desa

Pasal 29

(1) Bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling

banyak 5 (lima) orang;

121 panitia pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon melalui penelitian

kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi

Bakal Calon.
(3) Datam hal Bakal Calon yang memenuhi persyarat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2

(dua) orang dan paling banyak 5 (lima| orang, Panitia Pemilihan

menetapkan Bakal Calon menjadi Calon'
(4) Dalam hal Bakal Calon yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kurang dart 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan

melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 2O {dua puluh)

hari.
(5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dafr- 2

(dua) orang, setelah dilalnrkan penjaringan dan penyaringan ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan

Pemilihan Kepata Desa sampai dengan gelombang berikutnya.

(6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa

jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa

dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah-

trl Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 28 lebih dari 5 0ima) orang, Panitia
pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria,

bobot dan skor dengan rentang skor dari O s/d 1OO, dengan perincian

sebagai berikut:
a. kriteria a pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, bobot 15 % :

1). 1 s/d 5 tahun, skor :2Oi
21. 5 < sampai dengan 1O tahun, skor:4Oi
3). 1O < sampai dengan L5 tahun, skor = 6Oi

41. 15 < sampai dengan 20 tahun, skor = 8Oi

5). ' 2O tahun, skor = 1OO;

b. kriteria b tingkat pendidikan, bobot 15 o/o :

1). berijazah SMP /sederqiad, skor = 2Oi

21. bertJazah SMA/ sederqiad, skor = 40;
3). berijazah Diploma III , skor = 6Oi

al. beniarah Sarjana , skor = 8Oi

5). berijazah Pascasarjana, skor = LOOi

c. kriteria c usia, bobot 15 Va :

1). 25 s/d  O tahun, skor = l-OOi

21. 40 < sampai dengan 5O tahun, skor = 7Oi

3). 50 < sampai dengan 6O tahun, skor = 4Oi

4). diatas 6O tahun, skor = 20;
d. kriteria d ujian tertulis, meliputi materi Pancasila dan UUD L945,

sosial budaya dan pengetahuan pemerintahan khususnya
pemerintahan desa, bobot 55 %o;



e. Total nilai (N) adalah jumlah dari skor (s) dikalikan bobot (b) pada
masing masing kriteria, atau dengan rumus N = I {s x b) kriteria &, b,
c dan d.
dengan keterangan :

N = Nilai i
I = jumlah komulatif kriteria o , b, c dan d ;

s = skor;
b = bobot.

(8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf d,
diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.

(9) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diselenggarakan
berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan.

ksal 30

(U Calon ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita
-) Acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa setelah terpenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
(21 Calon sebagaislans dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri;
(3) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan kepada masyarakat di KantorlBala Desa, di tempat umum
dan di tempat strategis lainnya.

(4) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD,
sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf4
Tanda Gambar dan Pelaksaaaaa Kampanye

hsal 31

(U Panitia Pemilihan mgnstapkan tanda gambar Calon berupa nomor urut,
nama dan foto.

t2l Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah Calon.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

paling lambat 1O (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasat 32

(1) Pelaksanaan kampanye Calon paling lama 3 (tiga) hari sebelum
dimulainya masa tenang.

(21 l(ampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan
melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;



e. pemascmgan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang
ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan

f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Kampanye dilaksanakan oleh Calon dengan ketentuan :

a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan Calon;
b. kampanye dilaksanakan dengan pertemuan terbatasl tatap muka/

dialog/ penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa/
pemas€rngan alat peraga.

c. pemasangan tanda gambar Calon di lingkungan Balai Desa dan TPS
dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

d. materi kampanye berisi program kerja bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

e. tempat pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
dan

f. pelaksanaan kampanye diahrr melalui undian oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa.

a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan benttrk Negara Kesatrran
Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, slrku, ras, golongan dau;r/ atau Calon
Kepala Desa yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
e. menggangu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukaa kekerasan atau menganjurkan

penggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok masyarakat
dxr/ atau Calon yang lain;

g. merusak da:rtl atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang
,,-\ lain;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan sarana
pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar durl atau atribut Calon lain
selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta kampanye; dan

k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan dan
konvoi kendaraan bermotor.

(5) Calon dan/ atau pelaksana kampanye untuk Calon Kepala Desa dalam
melaksanakan kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
a. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa;
b. Perangkat Desa;
c. Ketua durl atau Sekretaris dan/ atau anggota BPD.

(6) Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan (5) akan dikenakan sanksi :

a. peringatan terfulis, apabila pelaksanaan kampanye melanggar
larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan



(7)

(8)

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran

atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan ganggUan terhadap

keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak

diindahkan oleh pelaksana kampanye, berakibat batalnya keikutsertaan

Calon dalam Pemilihan Kepala Desa.
pengaturan jadwal kampanye d.an bentuk kampanye secara teknis diatur
lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Paコ田暉
「
ar 5

Mtt Te嗅

Pasa■ 33

0 MaSatenttg pdttlama 3(tigalhmd pada ayat O,dimutt s激
(2)Masa tenang sebagalmarla diml
berakhimya rnasa kampanye sampa■ hari pemwlgutan suttra。

13)Dalam masa tenang rnasing― masing calon dan para pendukun圏 、

diarang melakukan kegiatan kampanye dalarn bentuk apapun。

F)Pelanggaran larangan dalam lmsa tnang sebaga■mana dimaksud pada

ayat{3)berakibat baanya keikutsertaan talon yang berhak dipilih dalam

Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemungutan Suara

Paragraf 1

Tempat Pemuagutan Suara

Pasat 34

(1) TpS berada ditempat umum atau keramaian dalam wilayah administrasi

desa.

{21 Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan

tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat {1)'
(3) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1

(satu) TPS paling sedikit 10O (seratus) pemilih dan paling banyak 5OO

(lima ratus) pemilih.
(4) panitia Pemilihan diharuskan menyediakan TPS khusus, bagi pemilih:

a. yang sedang menjalani rawat inap di Puskemas atau Rumah Sakit;

b. pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara; dan

c. pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS dengan alasan tertentu.
(S) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara.
(6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ditentukan lokasinya di tempat

yang mudah difangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin
setiap pemilih dapat memberikan suararrya secara langsung, lrmll,m,

bebas, ratrasia, jujur dan adil.



(1)

(2)

(3)

Pesat 35

pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf2
Pengumuman

ksal 36

Panitia Pemilihan mengumumkan lokasi dan wakhr pelaksanaan

pemungutan sllara kepada masyarakat dimasing-masing TPS dan di

tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
Sebelum menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang

telah terdaftar sebagai pemilih Panitia Pemilihan melakukan pengecekan

untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan

Berita Acara.
panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa

yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan

sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
Surat und.angag sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditandatangani oleh

Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan'

Setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai

dengan tanda terima.
Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam DPT sampai dengan

waktu pemungutan sLtara dilaksanakan belum menerima undangan,

maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi Panitia

Pemilihan unhrk mendapatkan undangan.

Paragraf 3
Penyiapan Kelengkapan Peralatan Pemungutan

dan Penghitungaa Suara

ksal 37

(1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan

menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan

penghitungan slrara, terdiri dari :

a. kotak suara sebanYak jumlah TPS;

b. bilik suara sebanYak jumlah TPS;

c. DPT masing-masing TPS;

d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 o/o (dua koma lima per

seratus) dari DPT;
e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
f. panggung untuk Para Calon;
g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, saksi, tamu undangan dan

pemilih;
h. sound system;
i. papan penghitungan suara;

(4)

(5)

(6)



format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);

spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;

bantalan untuk alas Penjoblosan;
tinta digunakan untuk pemberi tanda bagr pemilih yang sudah

menggunakan hak pilihnYa;
n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
o. jam dinding;
p. alat dokumentasi;
q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
r. photo ber.warna Calon ukuran 20 R sesuai dengan bilik suara.

(21 Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (U humf a, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan

dan kerahasiaan;
b. dalam kead.aan terbuka maupun tertuhrp tidak boleh ada

seknrp/paku yang tarnpak dari luar maupun dari dalam;

c. disiapkan kunci.
(3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi

unsur keamanan dan kerahasiaan.
Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf d,

digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

Surat su€rra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah

dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap paling

lambat L (sattr) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara

dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara,

untgk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya
disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin
keamanannya.

Paragfaf a
Pelaksanaan

Pasal 38

(1) Hari dan tanggal pemungutan sllara ditetapkan oleh Bupati.
(21 pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

mulai pukul 07.30 Wib sampai dengan pukul 14.OO Wib

t3) waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada

ayat (21mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasat 39

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pembukaan;
b. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
c. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk

melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat hrgas dari Calon;

d. Membuka segel kotak srfara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;

。Ｊ
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(5)



e. Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak

suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia

Pemilihan;
Calon menempati tempat yang telah disediakan;

Pemungutan suara;
Penandatanganan berita acara pemungutan suara;

Penghitungan Suara;
Penandatanganan berita acara penghitungan suara;

Pengumuman hasil Pemungutan suara.

Pasal 4(}

Calon pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh Panitia

Pemilihan ditempatkan di Kantor Desa.

Panitia Pemilihan dan calon dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS

sesuai DPT yang bersangkutan.
dalam hal situasi dan kondisi tidak memungkinkan di Kantor Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon dapat di tempatkan di tempat

lainnya yang layak dan tidak berpotensi/ menimbulkan gangguan proses

pelaksanaan pemungutan suara.-

Fasat 41

(1) pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam

surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS-

(21 Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1

(satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia

Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan-
(3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau

rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah

menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
(4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibuatkan Berita Acara.
(S) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan

cara mencoblos salah satu foto Calon yang ada dalam surat suara sesuai

pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
(6) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali

sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak
suara yang telah disediakan berdasarkan kedusunan, selanjutnya pemilih

menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta
yang disediakan.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 42

(1) panitia Pemilihan dapat mengundang Panitia Tingkat Kabupaten, Panitia

Tingkat Kecamatan, Panitia Pengawas maupun lembaga pemantau

independen dalam pelaksanaan pemungutan suara.

(21 Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagr undangan sebagaimana

dimaksud ayat (1).

Pasal 43

BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir
ditempat pemulgutan suara paling lambat 3O (tiga puluh) menit sebelum

pelaksanaan pemungutan suara.
pada saat dilaksanakan pemungutan slrara, Calon wajib hadir di TPS dan

menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dengan penjelasan yang dapat dipertanggungiawabkan secara hukum,
kehadiranrrya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 2O

(dua puluh) R.
penempatan duduk calon dan photo calon harus sesuai dengan urutan
yang ada dalam surat suara.
Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan

membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 44

(U penyandang Disabilitas yang mempunyai hak pilih pada saat memberikan

suararlya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas
permintaan pemilih.

(21 Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (U, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang

bersangkutan.

Pasal 45

Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :

a. pemungutan suara akan segera ditutup;
b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum

menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum

hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah
ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan
Penghitungan Suara.
Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta
Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

(4)

(5)

１
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(3)



Paragraf5
Penghltrrngaa Suara

Pasal 46

(U panita pemilihan melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan

suara di TPS dinYatakan selesai.

t1l Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana

penghihrngan suara serta menghitung :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT

untuk TPS;

b. jurnlah Pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

(g) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan

Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditenhrkan oleh Panitia
pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi
penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan
Pengfuitungan Suara dengan suatu Berita Acara'

(4) panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, unhrk
melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.

(5) Penghitungan suara dilakukan sesuai TPS masing masing.

(6) penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditakukan

dengan cara :

a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;

b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut
perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan

selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
c. hasil penghitungan suara dihrlis pada lembar perolehan suara di

papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan-

{Tl Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan
penjumlahan terhadap Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (6).

(8) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara

yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

(9) penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk
oleh masing-masing Calon dur/ atau masyarakat setempat.

(10) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan

suara dan penghihrngan suara di TPS.

(11) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua Panita Pemilihan

membuat Berita Acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara

yang ditandatangani oleh Ketua Panita Pemilihan dan saksi serta

mengumumkan hasil penghitungan suara.
(12) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon

Terpilih.



Paragraf 6
Keabsahen suara, Peneatuan calon Kepala Desa Terpffit

Deagaa Suara Terban5rak dan Deagan Suara Terban5rak Sena

Pasal 47

(1) Surat suara pemilihan Kepala Desa, dinyatakan sah, apabila :

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala

Desa;
tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang

memuat foto gambar L (satu) Calon; atau
tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak se$ empat yang

memuat nomor, foto gambar dan nama Calon yang telah ditentukan;
atau
tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di datam salah satu kotak
segi empat yang memuat nomor foto gambar dan nama Calon; atau

tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang

memuat nomor, foto gambar dan n€una Calon; dan

Lubang tanda coblos sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf
d dan huruf e adalah dengan besaran yang terlihat wajar sesuai

dengan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Apabila terdapat tanda coblos di luar kotak segi empat yang memuat

tanda gambar Calon, sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu

kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang

memuat tanda gambar calon, surat suara dinyatakan sah.

Pasat 48

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Alasan-alasan yang menyebabkan

Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan

pemungutan suara.

Pesal 49

(U Calon yang memperoleh suara terbarryak dari jumlah suara sah,

ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
Dalam hal Caton yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu)

orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suana

yang lebih luas.
calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih
luas sebagaimana dimaksud pada ayat {21adalah calon yang meraih suara

terbanyak pada TPS yang mencakup jumlah Rt dan/atau dusun
terbanyak.
jika tidak terdapat TPS yang mencakup jumlah Rt dan/atau dusun
terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka calon terpilih
ditetapkan berdasarkan perolehan suara pada TPS yang memiliki jumlah
pemilih yang hadir terbanyak.

b.

C.

d.

e.

(2)

(3)

(4)



(1)

(5) jika hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka penentuan calon terpilih

dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria, bobot dan skor

sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (7) dan ayat (8)'

Paragraf 7
Sabi

ksal 50

Calon berhak menugaskan saksi pada:

a. penetapan DPT;
b. penghitr:ngan surat suara di meja pengfuihrngan;

c. penglritungarl suara di papan penghitungan; dan
d. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan-
Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat
dalam daftar pemilih.
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan

kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat
tugas/mandat dari Calon.
Surat tugas/mand.at sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.

Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara oleh

saksi tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan

Kepala Desa.
Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam Berita Acara.

Bagian Keenam
Penetapaa

kragraf 1

Peaetapan dan Pengangtatan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasat 51

(U Calon ?erpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(21 Keputusan penetapan nama Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara
dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

(3) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang

ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orarlg anggota
panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(4) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi
calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)
eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat u.mum.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



(5) BpD paling lama 7 (fujuh) hari setelah menerima putusan penetapan oleh
panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, meny€rmpaikan

narna Calon Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :

a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan

Calon Terpilih;
b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;

c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara

terbuka;
d. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia
pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD

menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan

pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

setelah masing-masing 7 (tqiuh) hari dari jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (21dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak

menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil

penghitungan suara kepada Bupati untuk disahkan-
Bupati mengangkat dan mengesahkan Calon Terpilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjadi Kepala Desa, paling

lambat 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil

pemilihan dari BPD atau Camat dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 52

(1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan

mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan

pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan Berita Acara-

{21 Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
DPS;
DPT;
Surat Suara;
Surat Undangan;
Dokumen;
Surat/ logistik lainnya.

Paragraf 2
Keberatan Hasil Penghifimgan Suara

Pasal 53

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa, hanya dapat
diajukan oleh Calon kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu
sampai dengan 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

t2t Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l-), hanya berkenaan dengan

hasil penghihrngan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon.

(6)

(7)

(8)
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(3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan

dari Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD, Camat dan Tim yang

dibentuk oleh BuPati.
penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam
jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari.
Keputusan Bupati ssfuagaimana dimaksud pada ayat (3),

mengikat.

Ｆ
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Pasal 54

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka wakhr sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), masih terdapat pengajuan keberatan atas

penetapan Calon Terpilih, pelantikan Calon Terpilih tetap dilaksanakan.

Paragraf 3
Psngangkatan dan Pelantikan

ksal 55

Calon Terpilih disahkan penganglatannya dengan Keputrrsan Bupati.
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil
pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama
gO (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputtrsan

Bupati tentang pengesahan Kepala Desa.

Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk secara serentak di ibukota Kabupaten.

waktu dan tempat pelaks€uraan pelantikan di tentukan oleh Bupati dan

mempertimbangkan masukan dari panitia pilkades tingkat kabupaten-

kragraf 4
Pertanggungiawabar Panitia Pemilihan

Pasat 56

panitia Pemilihan wajib menyampaikan pertanggungiawaban pelaksanaan

tugasnya kepada BPD dan mempertanggungiawabl<an pengelolaan keuangan

Panitia Pemilihan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Ｆ
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BAB Ⅳ

PEMILIHAN KEPALA DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 57

(1) BpD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu.

(21 pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

pimpinan BPD.
(S) panitia Pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu terdiri atas

Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4) panitia pemilihan Kepala Desa pengganti antar wal<Eu sebagaimana

dimaksud ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan

kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa'

(S) panitia pemilihan Kepala Desa pengganti antar waktu sebagaimana

dimaksud ayat bertanggungiawab kepada pimpinan BPD'

Pasat 58

persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat {21, ayat

(3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6),Pasal 2+, Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku

mutatis mutandis terhadap persyaratan calon kepala desa pengganti antar
waktu.

Pasaf 59

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud datam Pasal 57 ayat (U

melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, serta penetapan

dan pengumuman calon kepala Desa pengganti antar waktu.
Penjaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana ketentrran Pasal 27

ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) berlaku mutatis
mutandis terhadap persyaratan calon kepala desa pengganti antar waktu.

Penyaringan bakal calon Kepala Desa pengganti antar waktu menjadi

calon Kepala Desa pengganti antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua)

orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 29

ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan calon kepala desa

pengganti antar wakfu.
Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang

memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi

tambahan.
(6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kriteria

penilaian terdiri atas :

a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan;
b. Tingkat pendidikan;
c. Usia;
d. Ujian tertulis wawasan dan pengetahuan-

１
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(2)

(4)

(5)

(3)



(7) Teknis penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

adalah sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (7) dan ayat (8) berlaku

mutatis mutand"is terhadap persyaratan calon kepala desa pengganti antar
waktu.
Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang'

panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 {tujuh)
hari.
Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)

orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

BpD menund.a pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa

sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

ksat 6()

(1) Pemilihan Kepala Desa Antar Wakhr dilaksanakan melalui tahapan :

persiapan;
pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

t2l Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD

paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak

Kepala Desa diberhentikan;
pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa

paling lama dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak
panitia terbentuk;
pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa

paling lama datam jangka wakhr 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak

diajukan oleh panitia pemilihan;
pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan dalam jangka wakfir 15 (lima belas) hari;
penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh

panitia pemilihan dalam jangka wakhr 7 (tujuh) hari; dan
penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah
Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:
a. penyelenggaraall musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang

teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
pelaksanaan pemilihan calon Kepata Desa pengganti antar waktu
oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui
mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

(8)

(9)

ａ
　
ｂ

b。
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d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan

kepada musYawarah Desa; dan
e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa yang dituangkan

kedalam Berita Acara Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan

KePutusan Ketua BPD.

(4) BpD bersama Pemerintah Desa bermusyawarah untuk membahas dan

menentukan jumlah peserta musyawarah desa pemilihan Kepala Desa

pengganti antar waktu dengan memperhatikan jumlah penduduk yang

mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD

dilampirkan Berita. Acara dan Daftar Hadir Rapat-

(5) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melibatkan unsur BPD dan unsur masyarakat.
(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

a. tokoh adat;
b. tokoh agama;

tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perqjin;
perwakilan kelompok perempu.Ln;
perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setemPat.
(Tl Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {6) huruf a sampai

huruf j adalah perwakilan dengan jumlah yang sama dari
setiap dusun dan Rt.

(8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k diwakili
paling banyak 5 (lima) orang dengan jumlah yang sama dari setiap dusun
dan Rt.

(g) BpD mengumumkan secara terbuka hasil Musyawarah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari untuk mendapat tanggapan

dan masukan dari masYarakat.
(10) BPD mengumumkan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

sebatas penyampaian ke masyarakat-
(11) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa pengganti

antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tqiuh) hari setelah musyawarah Desa

mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
b. Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa pengganti antar waktu

terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7
(tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

c. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan
calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan dari BPD; dan



d. Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk melantik calon Kepala

Desa terpilih paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(12) Waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan ayat (11) dapat

dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 61

Untuk pertimbangan kemudahan dan efektivitas, pemilihan kepala desa

pengganti antar waktur dapat di satukan proses pelaksanaannya dengan

pilkades serentak.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 62

Serah terima jabatan dilaksanakan setelah pelantikan.
Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Penandatanganan berita acara serah terima jabatan s6foagaimana

dimaksud pada ayat {21 dilaksanakan pada acara pengambilan sumpahl
janji dan pelantikan calon terpilih setelah penyematan tanda jabatan

bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas :

a. Pendahuluan.
b. Monografi Desa.
c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu.
d. Rencana program yang akan datang.
e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana

kegiatan setahun terakhir.
f. Hambatan yang dihadaPi.
g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

(S) Camat berkewqiiban membina dan memfasilitasi penyiapan dokumen-

d.okumen untuk keperluan seratr terima jabatan Kepala Desa.

BAB VII

PEMBIN― DAN PENGAWASAN

Pasal 63

Bupati dan Camat membina dan mengawasi proses pemilihan Kepala

Desa.
(1)



(2)
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana

dimaksud pada aYat (1) meliPuti :

a. memberikan pedoman, standar pelaksanaan, petunjuk dan arahan

dalam rangka proses pemilihan Kepala Desa;

b. melakukan evaluasi proses pemilihan Kepala Desa;
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana

dimaksud datam pada ayat (1) meliputi :

a. memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka proses pemilihan
Kepala Desa;

b. memfasilitasi kelancaran proses pemilihan Kepala Desa;

Bupati dapat mend.elegasikan sebagian kewenangan pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
kepada Camat.

BAB VII
PTITDAITAAIT

Pasat 64

(1) Dana Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang

pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD

Kabupaten dalam bentuk dana bantuan atau hibah kepada Panitia
Pemilihan Kepala Desa, dan/atau dialokasikan ke dalam APBDes,

dan/atau dialokasikan pada dana kegiatan OPD yang menangani.
(2) Dana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

untuk pengadaan surat suara, kotak sllara, kelengkapan lainnya,

honorarium panitia dan biaya pelantikan.
(3) Dana Pemilihan Kepala Desa untuk mendukung tugas-tugas Panitia

pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dialokasikan dari APBD

Kabupaten kepada Anggaran OPD yang menangani.
(4) Dana Pemilihan Kepala Desa untuk mendukung tugas-tugas Panitia

pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dialokasikan dari APBD

Kabupaten kepada anggaran Pemerintah Kecamatan.
(5) Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dibebankan pada APBDes.

(6) Dana unhrk kelancaran Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Wakhr,

Pemerintah Desa atas persetqiuan BPD dapat melakukan perubahan

APBDes diluar jadwal reguler perubahan APBDes dan/atau penganggaran

biaya Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Walfir lintas tahun
anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN‐LAIN

Pasat 55

(1) format kelengkapan administrasi dalam rangka proses Pilkades

sebagaimana tertuang dalam lampiran dan mempakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

(4)



(21 panitia pemilihan dapat membuat format keleng!<apan administrasi selain

yang di atur dalam Peraturan Bupati ini dalam hal dianggap perlu untuk
kelancaran proses pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan

serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB Ⅸ
KETENTUAN PENUTUP

Pesal 66

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaktr, maka Peraturan Bupati

Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2Ot7 tentang Pedoman Pencalonan,
pemilihap, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Barito

Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2OI7 Nomor 2) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi-

Pasat 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Timur.

Ditetapkan di Tarniang ttang

pada tanggal ι3郷 い●C● 2019

BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang LaYang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO TIMUR,

ESXOP

BUPATI

BAG:AN PEMUM

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2OIg NOMOR }.5.



PEWJELASAN
ATAS

PERAT― BUPATI"UPATEN BARITO TI―
NOMOR、 5 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEXNIS PEMILl― DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk rnelaksanakan
ketentuan pasal 5, pasal 44 ayat (3), pasal 54 ayat (4) c, dan pasal 106
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemilihan, Pengangfuatan dan Pemberhentian Kepala Desa
mengingat bahwa Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pedoman Penca-lonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ol7 Nomor 2), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ol7 Nomor 5) sudah tidak sesuai dengan
tuntutan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201,4 tentang
Perturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2o^14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2o^1^4

tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 65 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Permendgri
Nomor 112 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun
2Ol7 tentang Pembahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Mendagri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67
Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas Permendgri Nomor 83 Tahun 20 15
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perubahan yang terjadi dalam Peraturan Bupati ini, diantaranya
masalah tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara
bergelombang, pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, persyaratan calon,
penetapan Bakal Calon menjadi Calon yang berhak untuk dipilih dalam
pemilihan Kepala Desa, kampanye, masa tenang dan penetapan Calon
dan pelantikan termasuk pengaturan [agi calon terpilih yang tersangkut
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masalah pidana,serta lcite五 a penilaian dalam seleksi tambahan Calon

bagi Kepala Desa yang melebihi ketenlhan men_akan bObot dan skor
disamping uJian tettlis.

Peraturan Bupati ini diiadikan acuan atau pedoman bagi
PerrleHntah  Kabupaten,  PemeHntah  Desa,  BPD  dan  perrlarlgku
kepentingan lainnya dengan lrlenggunakan azas langsung,umun■ ,bebas,
rahasia, j司 ur, adユ, transparan dan dmmtabel diharapkan
penyelenggaraan Penlilihan, Pёngangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa dapat berlangsung secara demokratis。

Berdasarkan pertimbangan tersebut di a_tas dalam rangka
menuttang kelarlcararl pelaksanaan pemilihan kepala desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tenmg Petuttuk Tcknis Pemilihan dan
Pengangkatan Kepala Desa.
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Format Adnlnlrtrart Daa Saraaa Prasaran psrtrllttran f3pala l)esa

l. Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa

LAMHRAN PERATU― BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR   TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Surat BPD kepada Kepala Desa
tentang Pemberitahuan Akhir Masa

Jabatan Kepala Elesa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA.....…・・・口・0・日●●●●■・・・・・・・・・"
KECAMATAN

Jalan

20.… …

Kepada
Yth.  Sd■ Kepala lDettLNomor

Sifat

Lampiran
Perihal

Penting

Pernberitahuan Akhir
Masa Jabatan Kepala Desa

Sehubungan dengan akan

Kecalnatan

di―

T empat

berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa.. .Kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Timur Nomor ....... 'fahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, bahwa BPD harus memberitahukan akhir masa jabatan Kepala
Desa 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatanny4 dan Kepala Desa wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati
melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini kami beriahukan bahwa saudara sebagai
Kepala Desa ... Kecamatan... ... .........akan berakhir masa jabatannya pada tanggal....
bulan... ..... tahun ...... sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor

tentang dan saudara menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui
Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua BPD

Tembusan,disampalkan Kepada Yth:
1.Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Kabag Pemerintahan Umun di Tamiang Layang
3.Camat.… ………....・・・

‐
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Surat undangan Rapat
Paripuma Khusus Pembentukan
Panitia pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA
KECAMATAN
Jalan

Nomor
Lalnpiran

Pe五hal Undangan

20.……

Kepada
Yth。 1.Sdく i).… …………‥……̈ …………・・……・

(Anggota BPD)
2.Sdli).........・・・・・…・・・・・・・・…・・・・̈

餌 aSyarakat/Tokoh Mttarakat/dll)
‐Tempat

Schubungan dcngall akan dilaksanakannya pcmbcntukan Panitia Pemilihan Kepala dan

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.… ……………・・・ Kecalnatan.… ………… Tahun.… …..,
dcngan ini kami mengundang kchadiran saudara pala:

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat
Acara

: ......
: Rapat Khusus Pembatrasan dan Persetujuan Penetapan Panitia

Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan ,... Tahun ......

undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimaDemikian
kasih.

Kctua BPD

Tembusan:
1.Yth.Cttat.… ………………………̈
2.Yth.Kepala Desa.… …………………

(POint l dan 2 dirnohon kehadirannya)
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DAFrAR HADlR MuSVAWARAH DESA PEMBENTUKAN PANmA PEM:L:HAN KEPALA DESA DAN PAN「 :A
PENGAWAS PEM:L:HAN KEPALA DESA.....・ ・・̈ ・̈・・KECAMATAN。 ¨̈ ..・ "̈・・・KABUPATEN.“ ..."¨ ¨̈ “TAHUN 2019

Hari dan Tangga::.¨ .̈.“ ・̈・・・"¨¨̈・・・・"●●●●●・・・

KETUA BPD

NO. NAMA ALAMAT KEDUDUKAN/JABATAN TANDA TANCAN
1.

2.

3.

4. dst

-3‐



Berita Acara Rapat Paripurna
Khusus Pembentukan Panitia

Pemilihan Kepala Dasa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESA
KECAMATAN

Jalan .

BERITA ACARA
PARPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(PD).“

““・・・‐̈ ““。・¨

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILい KEPALA DESA DAN
PANITIA PENGAWAS PEttIIIAN KEPALA DESA.… ………………KECApIATAN

KABllIPATEN BARITO Tm質限 TAIIUN 2019

Nomor:

Pada hari ini . . . .... tanggal .... bulan ... .... tahun dua ribu .., kami
yang beratanda tangan di bawah ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa. .... Kecamatan

Kabupaten Barito Timur yang diangkat dengan Keputusan Bupati Barito TimurNomor :

... . . .. tanggal ... ... ... .... tentang... ... dengan mengingat Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desq Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesA dan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 20I8 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Des4 telah sama-sama
mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .. ... Kecamatan
Tahun

Adapun hasil rapat dimaksud memutuskan bahwa susunan anggota Panitia Pemilihan Kepala
Desa.. ....... Kecamatan...............Tahun.........adelah sebagai berikut:
Pembina dan Penanggung Jawab : 1. Kepala/Pj.Kepala Desa

2. Ketua BPD
Ketua
Sekretaris
Bendahara
menangkap Anggota

4. Anggota :

１
・

つ
４

●
０

1

2.

3.

4.

. (koordinator parsiapan dan pendataan pemilih)
.......( koordinator penjaringan dan penyaringan)
.. . ....( koordinator logistik dan pemungutan suara)

5. dst disesuaikan.

Dan memutuskan bahwa susunan anggotaPanitiaPengawas Pemitihan Kepala Desa
Kecamatan. ...Tahun.........adalah sebagai berikut :
1.  Ketua

2.  Sekretaris

3.  Bendahara
Merangkap Anggota:

4. Anggota :

１

っ
ん

３

４
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Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.…
……… 細 CAMATAN.… ………… KABUPAπ N

KETUA BPD

Tanda Tangan Dan

StempelCap

…・・̈・・・NAMA.¨

⌒

N0 NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. KE「UA 1

2. SEKR「FARiS

3. BENDAHARA 3
4. ANGGOTA 4.

5. ANGGOTA 5 ........................
6. ANGGOTA 6.

7. ANGGOTA 7

Dst. ANGGOTA 8.
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Keputusan Ketua BPD tentang
Penetapan Panitia Pemilihan

Kapala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DE駄
(BPD)

DESA口 .̈.…・・……0・……口・・・̈・口…・・
KECAMATAN
Jalan

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BADAN PERMuSYAWARATAN DESA
Nomor:

Tentang
PEilETAPAN PANITIA PEMLIHAH KEPAI.A DESA . DAN PAilMA

PENGAWAS PEM:L:HAN KEPALA DESA.¨
"...

KECAMATAN.“ "..“・・""""KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN
BADAN PERi,IUSYAWARATAN DESA

: a. bahwa dalam rangka keberhasilan Pemilihan Kepala Desa di Desa
...........Kecarnatan..........maka perlu dibentuk panitia pemilihan

Kepala Desa dan Panitia Pengawas Perniliham Kepala Desa;
b. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada

huruf a, perlu penetapan Keputusan BPD tentang pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan
Kepala Desa .....Kecarnatan......... Tahun.......;

: 1. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ooz tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten pulang pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (irmbaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a18O);

2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor Z, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor
244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5s87)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor gTahun
2015 tentang Perubatran Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik lndonesiaTahun 2OL4 Nomor 123,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pemilihan, Pengangftatan dan Pemberhentian Kepala Desa
serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Al8 Nomor 41;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor ..... Tatrun .....
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenBarito Timur Tahun Anggaran 2OL9 ;
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